
 

 

  62 

 

 
 

BAB III  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dalam Bab II, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkam Putusan Kepada 

Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dapat mengalami 

perbedaan antara hakim satu dengan hakim yang lainnya. Hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap perempuan korban perkosaan yang 

melakukan tindak pidana aborsi menggunakan pertimbangan: 

1. Yuridis, yaitu pertimbangan menurut Undang-Undang yang melarang 

tindakan aborsi, yaitu: 

a. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

b. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan  

c. Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.  

Khusus dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, hakim 

dalam putusannya menggunakan pertimbangan Pasal 77A ayat (1) jo. 

Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
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Anak yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi, menjatuhkan 

pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 

(tiga) bulan kepada Anak,  Namun dalam Persidangan Banding, hakim 

menggunakan pertimbangan Daya Paksa menurut Pasal 48 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam putusannya hakim 

menjatuhkan putusan Anak lepas dari segala tuntutan.  

2. Non-Yuridis, yaitu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, 

hakim dapat menggali hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn hakim 

mempertimbangkan:  

Keadaan yang memberatkan: 

iii) Perbuatan Anak berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda 

iv) Perbuatan Anak berpotensi membahayakan keselamatan dirinya 

sendiri.  

Keadaan yang meringankan: 

iv) Anak belum pernah dihukum; 

v) Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar 

masih dapat meraih cita-cita; 

vi) Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatan pidana dikemudian hari.  
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B. Saran 

Sesuai dengan pembahasan tersebut, penulis memberikan saran bahwa 

dalam menjatuhkan putusan bagi perempuan korban perkosaan yang 

melakukan aborsi, hakim dapat memakai dasar pertimbangan pasal-pasal 

yang mengatur mengenai aborsi (KUHP dan Undang-Undang Perlindungan 

Anak) dan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur mengenai 

pengecualian terhadap larangan aborsi maupun mempertimbangkan alasan 

Daya Paksa yang didapat oleh perempuan korban perkosaan yang 

melakukan tindakan aborsi tersebut serta pertimbangan Non-Yuridis yang 

dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim harus dapat menilai 

dengan baik kepentingan manakah yang lebih utama dan kiranya putusan 

hakim tersebut dapat mencapai keadilan untuk semua pihak.  
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